PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

Menimbang:

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 14 , Pasal
16 ayat (4), Pasal 18 ayat (3), Pasal 20 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Klungkung Nomor S5 Tahun 2012
tentang Pajak Penerangan Jalan maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Klungkung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak

Penerangan Jalan.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2005 tentang sistem
informasi keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 49) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No
56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang
pelaporan keuangan dan kinerja instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91
Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut
Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar
Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
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10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999
tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah,
Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor S
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun
2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Klungkung Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran
Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung
Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5
Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran
Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 3;
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung

Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten
Klungkung.

Bupati adalah Bupati Klungkung.
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang
selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung.

216



10.

11,

12.

19:

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang
Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan.

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga
listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari
sumber lain.

Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak,
dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selajutnya disingkat SSPD,
adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit
pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya
sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selajutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak
yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah
ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selajutnya
disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak  yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena
jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang
atau tidak seharusnya terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selajutnya disingkat
SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selajutnya disingkat STPD
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi

administratif berupa bunga dan/atau denda.
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14.

15.

16.

17,

18.

19.

20.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau

jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling
lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib
pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak
yang terutang.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun
kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku
yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada
suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam
bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, selanjutnya disingkat
NPWPD.

Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan
besarnya pajak yang terutang sampai Kkegiatan penagihan
pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetoran.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat
dikenakan pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

BAB Il

TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN oPLED;

SKPDKB DAN SKPDKBT
Bagian Kesatu
SPTPD
Pasal 2

(1) Wajib Pajak memperoleh formulir SPTPD yang diterbitkan oleh

DPPKA dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(2) Setiap akhir masa pajak, Wajib Pajak mengisi dan menandatangani

Formulir SPTPD yang memuat perincian omzet dan pajak terutang

dengan benar dalam rangkap 4 ( empat );

(3) SPTPD dan dokumen pendukung lainnya disampikan kepada

DPPKA paling lambat 7 ( tujuh ) hari setelah berakhirnya masa
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pajak, dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian:
a. Lembar kesatu untuk wajib pajak;
b. Lembar kedua untuk seksi penagihan; dan

c. Lembar ketiga untuk seksi penetapan;

(4) Seksi Pendataan pada DPPKA mencatatkan SPTPD dalam Kartu
Data dan Daftar SPTPD.

Bagian Kedua
SKPDKB
Pasal 3

(1) SKPDKB diterbitkan oleh DPPKA dalam hal :

a. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak
yang terhutang, tidak atau kurang dibayar.

b. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada DPPKA dalam jangka
waktu 7 ( tujuh ) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak
disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam
surat teguran.

c. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang
terhutang dihitung secara jabatan.

(2) Formulir SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.

(3) Formulir SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi oleh
seksi Penetapan berdasarkan data dari seksi Pendataan dan
ditandatangani oleh Kepala Bidang Pajak Daerah atas nama Kepala
DPPKA dalam rangkap 4 (empat ).

(4) Lembar kesatu SKPDKB disampaikan kepada Wzajib Pajak dan
rangkap berikutnya didokumentasikan dengan rincian ;

a. Lembar kedua untuk Seksi Penagihan sebagai arsip;

b. Lembar ketiga untuk seksi Pendataan

c. Lembar keempat untuk Seksi Penetapan.

(5) Seksi Penetapan pada DPPKA mencatatkan SKPDKB dalam Kartu
Data dan Daftar SKPDKB.

Bagian Ketiga
SKPDKBT
Pasal 4
(1) SKPDKBT diterbitkan oleh DPPKA, jika ditemukan data baru

dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan
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bertambah jumlah pajak yang terhutang.

(2) Formulir SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan ini,

(3) Formulir SKPDKBT diisi oleh seksi Penetapan berdasarkan data dari
seksi Pendataan dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pajak
Daerah atas nama Kepala DPPKA dalam rangkap 4 (empat ).

(4) Lembar kesatu SKPDKBT disampaikan kepada Wajib Pajak dan
rangkap berikutnya didokumentasikan dengan rincian ;

a. Lembar kedua untuk Seksi Penagihan sebagai arsip;
b. Lembar ketiga untuk seksi Pendataan
c. Lembar keempat untuk Seksi Penetapan.
(5) Seksi Penetapan pada DPPKA mencatatkan SKPDKBT dalam Kartu
Data dan Daftar SKPDKBT.

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN
Paragraf 1
Pembayaran

Pasal 5
(1) Wajib pajak membayar pajak berdasarkan SPTPD, SKPDKB dan
SKPDKBT ke Bendahara Penerimaan pada DPPKA dengan

menggunakan formulir SSPD.

(2) Formulir SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam lampiran IV yang mecrupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan ini.

Paragraf 2
Penyetoran
Pasal 6

Bendahara Penerimaan pada DPPKA menyetorkan penerimaan Pajak
Daerah ke Kas Daerah dengan menggunakan SSPD yang dibuat rangkap
4 ( empat ) dengan rincian :
a. Lembar kesatu diserahkan kepada Wajib Pajak;
b. Lembar kedua untuk arsip;
c. Lembar ketiga diserahkan kepada Seksi Penetapan; dan

d. Lembar keempat diserahkan kepada Seksi Penagihan.



Paragraf 3
Tempat Pembayaran

Pasal 7

Tempat membayar pajak bagi wajib pajak pada Bendahara Penerimaan

DPPKA atau pada Bank yang ditetapkan.

(1)

(2)

(3)

Paragraf 4
Angsuran Atau Penundaan
Pasal 8

Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan

yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak

untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan

dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Pajak yang dapat diangsur atau ditunda adalah pajak terutang
sebagai akibat terbitnya SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan

Pembetulan.

Tata cara Angsuran atau Penundaan diatur sebagai berikut :

a.

h.

Wajib Pajak mengajukan Surat Permohonan Angsuran atau

Penundaan kepada Bupati melalui DPPKA;

.Seksi Penagihan pada Bidang Pajak Daerah, mencatat Surat

Permohonan Angsuran atau Penundaan kedalam buku register;

. Bidang Pajak Daerah pada DPPKA, meneliti Surat Permohonan

Angsuran atau Penundaan untuk dijadikan bahan pertimbangan

dalam menyetujui atau menolaknya;

_DPPKA mohon persetujuan Bupati terhadap hasil penelitian

permohonan anggsuran atau penundaan.

. Apabila disetujui, dibuatkan Surat Perjanjian Angsuran atau

Penundaan;
Mencatat Surat Perjanjian Angsuran atau Penundaan kedalam

daftar Perjanjian angsuran atau Penundaan;

. Apabila ditolak, membuat Surat Penolakan Angsuran atau

Penundaan,;
Mencatat Surat Penolakan Angsuran atau Penundaan ke dalam

register dan;

. Menyampaikan Surat Persetujuan/ Penolakan Angsuran atau

Penundaan.
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(1)

BAB IV
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
YANG SUDAH KEDALUWARSA
Pasal 9

Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Tatacara penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sebagai berikut:

a. Seksi Pendataan melakukan inventarisasi wajib pajak yang
belum melakukan kewajiban setelah 5 (lima) tahun
ditetapkannya pajak terhutang, untuk disampaikan kepada
seksi Penctapan.

b. Seksi Penetapan melakukan penclitian terhadap dokumen
Saat terhutangnya Pajak, Surat Teguran dan/atau Surat
Paksa, atau adanya pengakuan piutang pajak.

c. Apabila berdasarkan hasil penelitian diketahui masa penagihan
pajak sudah kedaluwarsa, maka DPPKA memohon persetujuan
Bupati untuk menghapuskan piutang pajak.

d. Apabila disetujui, maka dibuatkan Keputusan Bupati tentang
Penghapusan Piutang Pajak.

BAB V

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

(2)

Paragraf 1
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif
Pasal 10
Bupati dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi
administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang
terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan
Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya,;
Tata cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
a. Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan pengurangan
atau penghapusan sanksi administratif kepada Bupati melalui
DPPKA.

b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf
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(1)

(2)

a, Bidang Pajak Daerah pada DPPKA mencatat Surat
Permohonan kedalam Buku Register dan meneliti kebenaran
Surat Permohonan dan kelengkapannya, bila perlu dilakukan
pemeriksaan, dan dibuat Laporan Hasil Pemeriksaan;

c. apabila permohonan sebagimana dimaksud pada huruf a telah
memenuhi ketentuan berdasarkan kajian dari DPPKA, maka
diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan keputusan;

d. Apabila permohonan sebagimana dimaksud pada huruf a tidak
memenuhi ketentuan, maka dibuatkan Surat Penolakan
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif;

e. Mencatat Keputusan Bupati tentang Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administratif kedalam Buku Register; dan

f. Menyampaikan Keputusan Bupati tentang Pengurangan atau

Penghapusan Sanksi Administratif kepada Wajib Pajak.

Paragraf 2
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 11
Bupati dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak
SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak
benar.
Tata cara Pengurangan atau Pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, atau
STPD, SKPDN atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagai berikut :

a. Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan pengurangan
atau pembatalan SKPDKB, SKPDKRBT, atau STPD, SKPDN atau
SKPDLB kepada Bupati melalui DPPKA.

b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, Bidang Pajak Daerah pada DPPKA mencatat Surat
Permohonan kedalam Buku Register dan meneliti kebenaran
Surat Permohonan dan kelengkapannya, bila perlu dilakukan
pemeriksaan, dan dibuat Laporan Hasil Pemeriksaan;

c. Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a
telah memenuhi ketentuan berdasarkan kajian dari DPPKA,
maka diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan keputusan;

d. Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a
tidak memenuhi ketentuan, maka dibuatkan Surat Penolakan
Pengurangan atau Pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD,
SKPDN atau SKPDLB;
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e. Mencatat Keputusan Bupati tentang Pengurangan atau
Pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau
SKPDLB kedalam Buku Register; dan

f. Menyampaikan Keputusan Bupati tentang Pengurangan atau
Pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau
SKPDLB kepada Wajib Pajak.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 28 September 2012
BUPATI KLUNGKUNG,

WW,’—

I WAYAN CANDRA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 28 September 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

KETUT JANAPRIA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2012 NOMOR
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NOMOR 22 TAHUN 2012
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN

PEMERINTAI KABUPATEN KLUNGKUNG
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN, KEUANGAN DAN ASET
JL., Untung Surspati No. 2, TELP, NO, (0366) 214%4- 29590

NO. SPTPD
MASA PAJAK
TAHUN PAJAK

Semuerapurs

SURAT PEMBERITANUAN PAJAK DAERAH
(SPTPD)
PAJAK PENERANGAN JALAN

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan,
Keuangan, dan Asct
Kabupaten Klungkung
di-
Klungkung

PERHATIAN
1. Harap diisi dalam rangkap 4 (empat) ditubis dengan hurutf CETAK

2. Setelah diisi dan ditandatangni, harap dikinm dan atsu discrahkan kembali kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Asel
Kabupaten Klungkung, Jalan Untung Surapati No. 2 Klungkung paling lambat tanggal 15 Han berikutnya, Keterlambatan penycrahan dan
tanggal tersebut dintas akan dilakukan penetapan secara jabatan dan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan dan bunga.

. DATA WAJIB PAJAK
a. MNama Wajib Pajak
b, Alamat Banjar/Lingkungan Desa/Kclurahan

Kecamatan Kabupaten
Jalan Telpon
¢ NPWED 7 I ElEmese 1 B0 B

1. DATA OBJEK PAJAK
1. Asal Tenaga Listrik [CJrunrsumber Laim [Joihasitkan Sendin
2. Jumlah Penggunaan Listnk — © s A Ty

a.  Golongan Industn

b, Golongan Non-Industri
- Usaha/Bisnis
- Rumah Tangga
- Sosial

i

a Industni

b.  Non-Industri
- Usaha/Bisnis
- Rumah Tangga

11l DASAR PENGENAAN PAJAK
Nilai jual tenaga listrik bulan ini
a.  PLN/Sumber Lain

Golongan Biaya Beban (Rp) Biaya Pemakaian (Rp) Jumlah
- Industri
- Non-Industri
JUMLAH
b. Dihasilkan Sendiri
Golongan Biaya Beban (Rp) Biaya Pemakaian (Rp) Jumlah
- Industri
- Non-Industri
JUMLAH
IV PERHITUNGAN PAJAK

| Jumlah Pajak terutang untuk masa pajak schelumnya (akumulas dan awal masa pajak dalam tahun pajak tertentu)

a. Masa Pajak ulan Januan 20 . s.d Bulan
b, Pajak yang Terutang Kp W
Golong: Dasor Pengenaan (Rp) Tanf (Rp) Pajak Terutang
- Industri
- Non-Industri
JUMLAH
2. Jumlah Pajak terutang untuk masa pajak sckarang (bulan hersanpkutan)
a.  Masa Pajak Bulan
b.  Pajok yang Terutang BRIV iocoinonissnsbinsbnsiiasaussavidpesibasnisias :
Golongan Dasar Penpgenaan (Kp) Tanf (Rp) Pajak Terutang
- Industn
- Non-Industni
JUMLAH

Sehagai data penincian terlampir

3o
[ ]
wn




IV. PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akun segal akibat tenmasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

Wajib Pajak
{ Ry
Maodel FPD - 05E
———————————————————————— Guating D15 —— e e e e e e e e e e e —
TANDA TERIMA SPTPD Nomor :
Tanggal
Mama WP Masa Pajak
Alamat ;
NPWPD 0 ) o O N O 1 [ 0 !l e O

Yang Menenma,

Model FPD - 05E

BUPATI KLUNGKUNG,

T WAYAN CANDRA
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LAMPIRAN 11
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 22 TAHUN 2012
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN

PEMERINTAN KABUPATEN KLUNGKUNG -
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN S K P D I\ B T
KEUANGAN DAN ASET (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAIL KURANG BAYAR TAMIAIARN) NO. URUT
Al Viatung Sarwpeid e L, TELF, MOL (i) 110w 1300 MSQH P'j’k .
SEMARAPURA TFahnnsasannsisa
Nama
Al

NPWPD = B ) T O A i O IO 0 49 5 [

Tanggal Jatuh Tempo

I Berdasarkan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah dilakukan | iksaan atay k pan lain atas pelaksanaan kewajiban

Mo Pagik

11 1dan pemenksasn atau keterangan lain tersebut distas, penghitungan jumlah ywng masih harus dibayar adalah sehagai berkut

Lo Drsin Pengenaan ’p
2 Pk yang Terutang Rp
30 Kredi Paj 3

a hompensasi kelebihan dan tiwn sebelumnya Hp

. Sctoran yang dilakukan Rp

¢ ban-lain Rp

i Junlbah Pajak yang dapat dikreditkan (s + b + ¢) Rp
4 Jwnluh kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 - 3d) Ep
S Sunky Administeatit’

a Bunga Hp

b Kenakan Rp

¢ Jumbah sanksi administrant (@ 1 b) Rp
o Jumlad yang masih hans dibayas (4 + 5¢) iy

Drengsn Hurul I

FERINATIAN

I Harap penyetoran dilakukan melalu Bendahara Penenimauan dengun mienpgunakian Surat Setoran Pajak Dacrab (SSP1Y)

b

2 Apabila SKPDEIBT int Tidak wtau Kurang Dibayar sctelah lewat wikia paling lumin 30 (tpen puilub han) sepnk SKPDEIT m ditenmn, pajak akan ditagih dengan
Surat Paksa berdasarkan peraturan perundang-undangan

Flunpekung, SR | | -

an Kepala Dinas Pendny Pengeloluan, K gan dan Asct

Kepala Seksi Penetapan Pajak Dacrah
Dan Pendapatan Lainya

Mama
NIP

Muoddel FI'LD - 11

R —————— A Gunting Lisint + = — — — ——.—___....——____._—-___..._—.____--1

Mo Urut SKPDKBT

TANDA TERIMA
NPWID I ) i O T A 6 e
M
Al

Yang Menenma,

Model FI'D - 11

ATl KLUNGKUNG.

I WAYAN CANDRA
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LAMPIRAN 11
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 22 TAIIUN 2012
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN

PEMERINTAIN KABUPATEN KLUNGKUNG
. ]

ININAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN 'S K I I) K B

KEUANGAN DAN ASET

(SURAT KETETAFAN PAJAK DAERAT KURANG BAYAR) NO. URUT
U Vimbmng Sernpasi N 1 THLE. PE raika) Thavs 140w Musa ]"jnk e e e
SEMARAPURA TABU 2 i,
- N
Al

NPWPD sl sSEIC R T T ) (s ===

Tanpgal Jatuh Tempo

I Berdasarkan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah dilakukan pemenksaan stau keterangan ln mas pelaksanaan kewajiban :

Ayt Pk . m

M Pagok

11 Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagar berikut -
I Drasar Pengenan Rp
20 Pupak yang Terutang Rp
30 Kredit Pajak
i Koy i kelebihan dari thun sebelumny Rp
Iy Setoran yang dilakukin Rp
¢ Laim-lain Hp
i Jumlah yany dapat dikreditkan (a + b+ ) Hp
A4 Jwmlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 - 3d) ’p
i 5. Sunksi Administratit’
a Bunga Rp
b, Kenaikan Rp
¢ Jumlah sanksi sdministratil (a + b) Rp
6. Jwinlah yang masih harus dibayar (4 + 5c) Rp
Dengan Haral | |
PERHATIAN
I Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penen dengan menggunakan Surat Scioran Pajak Dacrah (S5PD)
3 Apaluba SEPDED ini Tidak stou Kurang Dibayer setelah lewnt waktu paling Tuma 30 (tpe puluh han) sejak SKPDEB i ditenma, pajak akan duagih
dengan Surit Paksa berdasarkan § perundang-undang
Klungkung, . . 20
an Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Asel
Kepala Scks Penetapan Pajsk Duerah
I3an Pendapatan Lainya
Nama
NP
Model FIPD - 10
e ——— ———————— T ————— Gunlinu LIUS I + o o o o o e S
No Urut SKPDKB
TANDA TERIMA
NPWID 0 5 O e i P O
N
Alamat
5 EER L
Yang Menenima,
I ]

Maodel FI'D - 10

PAT! KLUNGKUNG.
4

L

| WAYAN CANDRA
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LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 22 TAMHUN 2012
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN

PEMERINTAN KABUPATEN KLUNGKUNG
DINAS PENDAFATAN PENGELOLAAN, KEUANGAN DAN ASET SURAT SETORAN PAJAK DAERAH NO. BUKTI
JURN NG SURAPATI B 2 TELP, N‘ll‘ﬂm’)l‘@'-—“‘lq’ FAX 214w,
SEMARAPURA (SSPD )

Bendabara Penerimaan Dinas Pendapatan Pengeloluan Keuangan dun Asct Kabupaten Klungkung,

I'clah mencrima uang schesar Rp. :

B o e s e T s B S R e —
dari wajib pajak
Nama
Adamal :
NPWPD e | T I A O PO O (5 571 |01 ] o W
Sehaga Pembayaran @ Pajak o

untuk masa pajak ... o Tahun Pajak 200 Berdasarkan *) ¢

1. Surat Ketetapan
[ Jskep [Jskepks [ JSK Keberatan
[ sk pembetutar [ JskpokoT

NOMOT (i 1anggal s T BT SRS

2. Perhitungan Sendin
DSPTPD B OO s Tanggal ccismvmnnsmaiis

Dengan Rincian :

No Kode Rekening Jenis Pajak Jumlah (Rp)
JUMLAH
Diterima Klungkung, ...coooovinninens 20

Bendahara Penerimaan Pembayar / Penyetor,
Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Asct

Kabupaten Klungkung
11 | T R
o b U T A

Lembar (ash) untuk Wajib Pajuk
embar untuk Bendahara Pencrimaan
Lembar dilampiri SPTPD untuk Seksi Penetapan
Lembar dilampini SPTPD untuk Penagihan

*) Bern tanda V pada kotak

Maodel FPD - 24

PATI KLUNGKUNG,

I WAYAN CANDRA
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